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BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR        TAHUN 2024
TENTANG
PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMBERIAN PERSETUJUAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DARI BUPATI KEPADA KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMEDANG,
	Menimbang
	:
	a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa berwenang mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa kepada Bupati;
b. bahwa sesuai Surat Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.3.5/2674/BPD tanggal 28 Juni 2024 Hal Tanggapan atas Permohonan Penjelasan Pengangkatan Perangkat Desa, setelah mendapat rekomendasi dari Camat, Kepala Desa mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan;
c. bahwa untuk mewujudkan sistem pelayanan penyelenggaraan pemerintahan desa yang cepat, efektif dan efisien di Kabupaten Sumedang, perlu melimpahkan kewenangan pemberian persetujuan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dari Bupati kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dari Bupati kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;





	Mengingat
	:
	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023  tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);






5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 43);
9. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 21);
10. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 153);


	Memperhatikan
	:
	Surat Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.3.5/2674/BPD tanggal 28 Juni 2024 Hal Tanggapan atas Permohonan Penjelasan Pengangkatan Perangkat Desa;


	
	
	

	MEMUTUSKAN:


	Menetapkan 
	:
	PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMBERIAN PERSETUJUAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DARI BUPATI KEPADA KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA.


	KESATU
	:
	Melimpahkan Kewenangan Pemberian Persetujuan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dari Bupati kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.


	KEDUA
	:
	Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
a. melakukan verifikasi dan validasi dokumen penjaringan dan penyaringan perangkat desa;
b. melakukan verifikasi dan validasi dokumen pemberhentian perangkat desa;
c. melakukan verifikasi dan validasi dokumen mutasi/rotasi jabatan perangkat desa;
d. memberikan persetujuan pengangkatan perangkat desa;
e. memberikan persetujuan pemberhentian perangkat desa; dan
f. memberikan persetujuan mutasi/rotasi jabatan perangkat desa.


	
KETIGA
	:
	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaporkan pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA kepada Bupati secara berkala.


	
KEEMPAT
	:
	Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang.


	KELIMA
	:
	Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.




Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 

 Pj. BUPATI SUMEDANG,



YUDIA RAMLI






Diundangkan di Sumedang
pada tanggal
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
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